BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada Bab IV tersebut di atas, maka kesimpulan yang
diambil yaitu

a) pendamping harus melaksanakan kegiatan pertemuan peningkatkan
kemampuan keluarga (P2K2) untuk memferivikasi kehadiran baik pendidikan
maupun kesehatan.

b) Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sangat puas dengan
bantuan PKH yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) cukup baik
dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di bidang pendidikan maupun
kesehatan.

c) Ketepatan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah tepat pada sasaran
karena masih ditemukan di lapangan masyarakat mampu mendapatkan
bantuan PKH, sedangkan masyarakat yang tergolong miskin tidak

mendapatkan bantuan.
4.5 Saran

Adapun Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1) Bagi Pendamping PKH Desa Tunmat harus menyampaikan sosialisasi kepada

masyarakat miskin atau keluarga tidak mampu (pendidikan, kesehatan dan



2)

3)

kesejahteraan sosial) sehingga banyak masyarakat yang mengetahui adanya program
PKH dari pemerintah.

Program Keluarga Harapan di Desa Tunmat untuk kedapannya lebih mengfokuskan
pada proses penyadaran pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar tidak ada
ketergantungan terhadap bantuan-bantuan lainnya.

Proses pelaksanaan pemuktahiran data harus di tingkatkan lagi dan perlu dilakukan
untuk memastikan memastikan agar nominal besaran dana bantuan diterima oleh

mereka yang layak menerima bantuan program harapan tersebut.
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